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Menimbang 1. PasaJ 18ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 ten tang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II TabaJong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang­
Undang Nomor 27 Tahun 1959 ten tang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tabun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1953
Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan

Menimbang a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran
dalarn Rancangan Anggaran Pendapatan dan 8e1anja
Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun
2025;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisa
Standar 8elanja dan Standar Teknis ditetapkan dengan
Peraturan KepaJaDaerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dirnaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan 8upati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
dan Analisa Standar Belanja Fisik Tahun Anggaran
2025;

8UPATI TANAH LAUT,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA,

HARGASATUANPOKOKKEGIATAN DAN ANALISA
STANDAR BELANJA FISIK
TAHUN ANGGARAN2025

TENTANG

PERATURANBUPATITANAH LAUT
NOMOR fV TAHUN 2024

BUPATITANAH LAUT
PROVINSIKALIMANTANSELATAN
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Lernbarnn Negoro Republik Indonc iu Nomor IH20);
3. Undong-Undong Nomor 12 Tnhun 2011 tentang

Pernbentukan Peraturan Perundang-und _ngDn
[Lembaran Negoro Republik Indone in Tnhun 20 II
Nomor 82, Tnmbahan Lernbamn Negara Rcpubllk
Indonesia Nomor 5234) sebngnimnna telah diubah
dengan Undang-Undnng Nomor 13Tahun 2022 tentang
Pertrbahan Kedua Alas Undong-Undong Nomor 12
Tahun 20 II len tang Pernbentukan Perntumn
Perundong-Undangan (Lembarun Negaro Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahnn
Lernbaran Negarn Republik Indonesia Nomor 680 I);

4. Undong-Undang Nomor 23 Tahun 2014 len long
Pernerintahan Daerah [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten long
Administrasi Pernerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 N~mor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
pemerintah Daerah (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi
Kalimantan Selatan [Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ten tan g
Penetapan Peraturan Pernerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/dasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
[Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2022 nomor 14);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1
Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2019 Nomor 1);
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tanah Laut.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD

adalah perangkat daerah pad a pemerintahan daerah Kabupaten Tanah
Laut selaku Pengguna Anggaran.

6. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 yang
selanjutnya disingkat SHSBJ adalah satuan harga tertinggi/ biaya
paling tinggi dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri maupun
gabungan yang digunakan dalam rangka penyusunan anggaran dan
dipergunakan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka
penyusunan anggaran berbasis kinerja.

7. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah
satuan harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa
komponen dengan nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan
Standart Nasional Indonesia (SNI) dengan penentuan besaran nilai
koefisien disesuaikan dengan metoda pelaksanaan yang akan
diterapkan.

8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah Harga
Perkiraan Sendiri adalah perhitungan biaya atas pekerjaan barang/
jasa sesuai dengan syarat- syarat yang ditentukan dalam dokumen
pemilihan penyedia barang/ jasa.

9. Analisa Standar Belanja Fisik yang selanjutnya disingkat ASS Fisik
adalah yang memuat standarisasi biaya Kegiatan fisik melalui analisa
yang distandarkan untuk jenis komponen Kegiatan dengan
menggunakan Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ) dan
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK)sebagai komponen penyusunnya

10. Pajak Pertarnbahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak

Pasal1

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATANDANANALISASTANDAR BELANJA FISIK TAHUN
ANGGARAN2025.

MEMUTUSKAN:

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022
Nomor 12);
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(1) Tujuan ASB Fisik digunakan sebagai pedoman dan batas harga tertinggi
untuk menyusun RKA-SKPD/ DPA-SKPO Tahun 2025 dan RKA-SKPO
Peru bahanj' OPA- SKPD Perubahan Tahun 2025.

(2) Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sebagai penentuan
HPS dalarn pengadaan Barang dan Jaaa.

Pasal3

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini, aebagai pedoman dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran dalarn Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Perubahan APBDTahun Anggaran 2025.

Pasal2

BAB II
MAKSUDDANTUJUAN

yang dlkenaknn podo setlnp trnnsaksl [unl bell bnrnng ntnu [nsn yong
terjodl pod a wl\llb pl\lok ornng prlbndi otou bndnn usnhn yong
mendopot statue Pengusnhu Kenn Pajak (PKP).

11. Bnrang ndalnh setlnp bendn, balk berwujud moupun tldnk berwujud
balk bergernk moupun tidok bergernk, balk dupnt dlhublsknn moupun
tldnk dnpnt dlhnbisknn dun dnpnt dlerdngnngkan, dlpnknl, dlgunnkan,
otou dlmnnfonkon oleh konsurnen ntnu Pelnku Usoho.

12. Josu adalnh 8CtJOp lnyunun don unjuk kerjn berbentuk pekerjnan atau
hnsll kerjo yang dicapni, yang diperdagnngkan oleh satu pihak ke pihok
loin dnlam mnsynrnknt untuk dirnnnfuntknn oleh konsumen atau
Pelaku Usnhn.

13. Rencana Kerja don Anggarnn Sotuon Kcrjo Perangkat Daerah yang
selnnjutnyo disingknt RKA-SKPD adalah dokumen yang mernuat
rencana pendnpatnn don belonja SI(PD atau dokumen yang mcmuot
rencnnn pendnpatan, belunja, dan pernbiaynan SKPD yang
melaksanakan Iungsi bendahnra umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunon rancangan APBD.

14. Dokumcn Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daernh yang
selanjutnya disingkat DKA-SKPD adalah dokumen yang mcmuat
anggaran pcndapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang mernuat
pendapatan, belanja, dan pernbiayaan SKPDyang melaksanakan fungsi
bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pcngguna Anggaran.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD,
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut,
17. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Tanah Lout.
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(1) ASBFisik merupakan standar besaran biaya tertinggi yang ditetapkan
sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan fisik atau
konstruksi.

(2) Fungsi ASBFisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sebagai
berikut:
a. Pembakuan biaya Kegiatanfisikmelalui analisis yang di standarkan

untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan
Standar Harga Satuan Barang dan Jasa (SHSBJ)dan Harga Satuan
PokokKegiatan (HSPK)sebagai komponen penyusunnya;

b. Salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPDdan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Standar tertinggi yang di dalamnya terrnasuk pajak pertambahan
nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga
yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah;

d. Standar biaya yang berfungsi sebagai batas tertinggi dalam

Pasal 7

BABV
ASBFISIK

(1) HSPKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a)sudah terrnasuk
komponen overhead 15%(limabelas persen).

(2) HSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terrnasuk Pajak
Pertambahan Nilai(PPN).

(3) HSPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal6

(1) HSPKmemuat rekapitulasi standar kegiatan fisikatau konstruksi serta
uraian kegiatan pada kegiatan fisisk atau konstruksi.

(2) Penyusunan HSPKsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman
pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal5

BABIV
HARGASATUANPOKOKKEGlATAN

Pasal4
Ruang Lingkup ASB Fisisk meliputi:
a. Harga Satuan Pokok Kegiatan;
b. Analisa Standar Belanja Fisik;
c. c.HSPK;

BAB III
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 10

BAB VII
KETENTUANPENUTUP

(1) ApabiJa terjadi kenaikan harga pasar melebihi Standar Harga satuan
dan/ atau belum tercanturn daJam Peraturan Bupati ini, maka
penetapan harga menggunakan Standar Harga Satuan berdasarkan
hasil survei di lapangan.

(2) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa daftar
harga (price list), brosur, data dari konsultan dan dari sumber lainnya
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk
mendapat persetujuan.

(4) Penetapan harga yang telah mendapat persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaJ 9

BABVI
PERUBAHANHSPKDANASS FISIKA

(1) ASS Fisik sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 merupakan hasil
perhitungan SKPD teknis terkait.

(2) SKPD teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu:
a. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;
b. Dinas Perurnahan Rakyat, Kawasan Permukirnan, dan Lingkungan

Hidup;
c. Dinas Kesehatan;
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; dan
f. Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan;

(3) SKPD teknis lainnya dapat ditetapkan pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PasaJ 8

penyusunan anggaran yang daJam pelaksanaanya rnengacu pada
kondisi nyata di lapangan;

(3) Penyusunan ASB Fisik sebagairnana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) ASB Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalnm
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupatiini.
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BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2024 NOMOR ~

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 tJi 2cl,(

M. FARIED WIDYATMOKO

Pj. SEKRETARISDAERAH
KABUPATENTANAH LAUT,

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal It~· ~ZI.(

Janatan Pam'
SDkretarts Daorah ~J

Aslstcn IIII/Ill ~)
Kepala SKPD trk
Kabsg l-kHtum ~,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Laut.
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